RASIO PENGADUAN INOVASI APLIKASI E-SIMPERJADIN DIKELOLA LANGSUNG OLEH TIM PENGELOLA INOVASI DENGAN PERSENTASI PENGADUAN TERLAYANI 100%


1. Aplikasi SIMPERJADIN ini perjalanan apakah anya untuk komisi DPRD saja atau tidak?
Aplikasi SIMPERJADIN ini tidak hanya untuk anggota dewan saja melainkan pegawai pada Sekretariat DPRD yang mendampingi perjalanannya ke luar Daerah dan luar negeri

2. Apa tujuannya diciptakannya E-SIMPERJADIN?
[bookmark: _GoBack]Tujuannya dalam pengelolaan perjalanan dinas melalui aplikasi SIMPERJADIN dapat tertib dan seragam formatnya serta nomorisasi otomatis, monitoring perjalan dinas secara online, verifikasi dan laporan perjalanan dinas secara online serta akuntabel

3. Apakah  sistem  yang  digunakan  di  Sekretariat DPRD  Kabupaten  Bogor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
ya,  sudah  sesuai  dengan  peraturan  dan  perundang-undangan  yang berlaku

4. Apakah laporan perjalanan dinas dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi?
ya,   laporan   yang dihasilkan   dari   sistem   informasi  yang terintegrasi

5. Apakah manfaat yang di dapatkan setelah diberlakukannya sistem perjalan dinas ini?
a. Proses dalam membuat dan pengelolaan surat perjalanan dinas menhadi lebih efektif dan efisien
b. Memudahkan petugas dalam hal dan mengelola surat perjalan dinas tanpa menggunakan sistem manual

6. Bagaimana cara mendaftar atau mengajukan perjalan dinas pada SIMPERJADIN?
Aplikasi  ini  dapat  di  akses  menggunakan  komputer  atau  handphone  berbasis android  dengan  spesifikasi  standar  yang  dilengkapi  dengan  akses  jaringan internet dan bisa melalui link https://perjadindprdbogor.argocipta.com/

7. Apakah biaya penginapan dapat diberikan untuk Perjadin dalam kota lebih dari 8 jam? Mengingat dalam PMK mengenai standar biaya, biaya penginapan tidak diberikan untuk Perjadin dalam kota lebij dari 8 jam.
Biaya penginapan dapat diberikan untuk kegiatan Perjalan dalam kota lebih dari 8 jam sesuai dengan PMK 113/PMK.05.2012, namun untuk kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan menginap dai daerah terpencil atau mengalami kesulitan transportasi.

8. Ada anggapan bahwa biaya perjadin merupakan penambah penghasilan, apakah hal tersebuy benar?
Pelaksana SPD melaksanakan perjalanan dinas karena melaksanakan perintah atasan yang dibuktikan dengan SPT oleh atasan yang berwenang, maka anggapan bahwa biaya perjalan dinas merupakan penambah penghasilan tidak relevan lagi, karena pelaksana SPD memperoleh biaya perjalan dinas merupakan kompensasi atas penugasan dimana atasn langsung menugaskan pelaksana SPD karena mempunyai keahlian tertentu.

9. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas melakukan survei dengan perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam, apakah bisa diberikan uang harian ?
Sesuai PMK 113/PMK.05.2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bahwa pelaksana perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam hanya dapat diberikan biaya uang transport dalam kota sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas dan disertai Surat Tugas dan tidak bersifat rutin.

10. Mohon arahannya terkait apakah diperbolehkan jika ada kasus pegawai menghadiri rapat fullboard di kementrian/lembaga dibiayai dengan perjalanan dinas biasa karena pegawai tersebut tidak termasuk dalam undangan, tidak mendapatkan fasilitas rapat tersebut berupa paket fullboard, uang saku fullboard dan transport sebagai contoh staf pendamping atasan yang diundang dalam rapat tersebut?
Pegawai yang menghadiri rapat fullboard (namun tidak dapat fasilitas) dibiayai perjalanan dinas biasa dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan diberikan Surat Tugas. Penerbitan Surat Tugas merupakan kewenangan Kepala Satker
